" BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

~ PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 96,TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA

- Menimbang

Mengingat

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA -

BUPATI KARANGANYAR

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016

‘tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu

menetapkan  Peraturan Bupati Karanganyar tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungs1 dan Tata

Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

1.

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan . Provinsi Jawa. Tengah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); .
.. Undang-Undang ' Nomor 12 Tahun 2011 tentang -

Pembentukan - Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011
“Nomor - 82, Tambahan Lembaran Negara Repub11k<

Indonesia Nomor 5234);

' Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
‘Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494); :
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang .
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir déngan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran'
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); :

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia -

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

~ Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar. Nomor 16).



 Menetapkan

[

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN
.~ ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
i .-PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ‘ SR

‘BABI
'KETENTUAN UMUM |

Pasal 1 |

Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dimaksud dengan

k‘/~’1.‘ .

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar; , R L
Pemerintah Daerah  adalah Bupati sebagai unsur.

: penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
~ pelaksanaan urusan pemerlntahan yang menjadrg
‘kewenangan Daerah Otonom T ' I
. Bupati adalah Bupati Karanganyar; ;
‘Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten T
- Karanganyar; ; : T
.- Dinas - Pendidikan dan : Kebudayaan adalah Dlnas

- Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendldlkan dan 5

~ Kebudayaan Kabupaten Karanganyar; L
.. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya d1s1ngkat

,UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur

- (_1) .

 teknis penunjang tertentu Dmas Pendldlkan dan

Kebudayaan; . -

. Jabatan Fungsmnal adalah sekelompok Jabatan yang

berisi - fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

- fungsional yang berdasarkan pada keahhan dan'
_keterampllan tertentu . .

S ~ BaBI
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasa12 :

,'Dmas Pend1d1kan dan Kebudayaan merupakan unsur
- pelaksana urusan pemermtahan bldang pendldlkan dan

bidang kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan d1p1mp1n oleh Kepala ‘_ o
 Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung o
, Jawab kepada Bupat1 melalul Sekretans Daerah. e

V Pasal 3 , S :
Susunan organlsas1 Dlnas Pendldlkan dan Kebudayaan

terdiri dari :
‘a.  Kepala Dinas; .

b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan;dan ‘
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawalan

»~c.k ]'B1dang Pendidikan U31a D1n1 dan Pendldlkank

' WMasyarakat terdiri dari : .
- Seksi Pendidikan Anak Usia D1n1
2 - Seksi Pendidikan Masyarakat dan
3 Seks1 Sarana Prasarana



d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
' 1. Seksi Pendidikan Dasar;
2. Seksi Sekolah Menengah Pertama, dan
3. Seksi Sarana Prasarana.
e. Bidang Pembmaan Ketenagaan dan- Kes1swaan
terdiri dari :
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependldlkan PAUD
" dan Pendidikan Masyarakat; -
2. Seksi Pend1d1k dan Tenaga Kepend1d1kan Dasar
dan '
3. Seksi Pembmaan Kes1swaan
- f.  Bidang Kebudayaan, terdiri dari :- _
1. . Seksi Pengembangan Budaya; dan
- 2. Seksi Cagar Budaya;
e. UPTD;
f.  Kelompok J abatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana  tercantum = dalam Lampiran yang
merupakan bagian. yang tidak terpisahkan dari
‘Peraturan Bupati ini. : o '

" BAB III |
TUGAS DAN FUNGSI

| Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dlnas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas
~membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang d1tugaskan kepada Daerah.

Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d1maksud dalam'
~Pasal 4, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang pend1d1kan dan bidang
kebudayaan serta Kesekretariatan;
b. pelaksanaan koordinasi keb1Jakan d1 bldang pendldlkan
dan bidang kebudayaan;
-~ c. . pelaksanaan kebljakan di bidang pendidikan dan b1dang
- kebudayaan; -
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan‘ di bidang
v - pendidikan dan bidang kebudayaan; ’
‘e. pelaksanaan fungsi Kesekretariatan;
f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana
~ Teknis Dinas; dan ;
g. pelaksanaan tugas 1a1n sesuai dengan_ tugas dan
fungsmya : '

Bagian Kedua
Sekretaris
, Pasal 6 o
(1) Sekretariat sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
-~ huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Dinas.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah
'~ dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



o A Pasal 7 -

Sekretaris mempunyai = tugas melakukan & perencanaan -
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian,
pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan
ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan,
kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan
ketatalaksanaan .kehumasan, kepegawaian, - pelayanan
- administrasi. ‘ : "

Pasal 8
“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d1maksud dalam
Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi: '
Ca. ‘pengkoordmasmn kegiatan; _ : o
b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan
-program kerja;
c. pembinaan dan pemberian dukungan adm1n1stras1 yang.
“meliputi ketatausahaan, kepegawaian,  hukum,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, arsip dan dokumentasi; ’
d.. pengkoordinasian tata laksana;

e. . pengkoordinasian dan penyusunan = peraturan
perundang- undangan serta’ - pelaksanaan- advokasi
hukum;

f..  pengkoordinasian pelaksanaan Sistem pengendalian
'~ intern pemerintah (SPIP) ‘dan pengelolaan 1nforma31 dan-

dokumentasi;

g. penyelenggaraan pengelolaan barang m111k/ kekayaan

~ daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;dan

i.  pelaksanaan tugas 1a1n sesuai dengan tugas dan
fungsmya ' o

, Pasal 9 : :
(1) Sekretarlat sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1), terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Keuangan;dan
_ c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. .
" (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dlbawahv
dan bertanggung Jawab kepada Sekretarls

Pasal 10

" Kepala Sub Baglan Perencanaan sebagmmana dlmaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program
kerja, 1nformas1 dan kehumasan

, Pasal 11
Kepala Sub Bag1an Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

 Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan

bahan  perumusan & dan pelaksanaan - kebijakan,
~ pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan
dan aset. :



" Pasal 12 ,

Kepala Subbag1an Umum dan Kepegaweuan sebagaimana
~dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢ melaksanakan tugas -
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pemantauan, evaluasi dan = pelaporan  pembinaan
ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, Kkerjasama,
kearsipan, dokumen, keorgan1sas1an ketatalaksanaan, dan
kepegawaian.

Baglan Ket1ga
Kepala Bldang Pendidikan Usia Dini dan Pend1d1kan
Masyarakat

Pasal 13
(1) ‘Bidang Pendldlkan Usia Dini dan Pend1d1kan Masyarakat
merupakan unsur pelaksana pendldlkan usia dini dan

~ pendidikan masyarakat, .
(2) Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendldlkan Masyarakat
dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan -
bertanggung Jawab kepada Kepala Dlnas '

' Pasal 14 . '
‘Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan
‘kebijakan pemantauan, - evaluasi dan pelaporan bidang
~ pendidikan anak usia dini dan pend1d1kan masyarakat

Pasal 15
'Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
‘Pasal 14, Bidang Pendidikan Usia D1n1 dan Pendldlkan
Masyarakat, mempunyai fungsi :
~a. penyusunan kebijakan di bidang. pendidikan wusia dini,
- pendidikan masyarakat dan sarana prasarana;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan usia d1n1
- pendidikan masyarakat dan sarana prasarana;
c. pelaksanaan bimbingan: teknis pendidikan usia d1n1'
pendidikan masyarakat dan sarana prasarana,;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendldlkan
usia dini dan pend1d1kan masyarakat dan
e. pelaksanaan tugas lain = sesuai dengan. tugas dan
. fungsmya ' B

' ' , Pasal 16
'(1) Bldang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat‘
sebagalmana dimaksud Pasal 13 ayat (1), terdiri dan
- Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
b Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
. c. Seksi Sarana Prasarana; '
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1p1mp1n oleh
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung :
jawab kepada Kepala Bldang

. Pasal 17 - :
Kepala Seksi Pendldlkan Anak U31a Dini sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas
penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan
kebljakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendldlkan
, anak usia dini. _



i e Pasal 18 ~ ' ,
Kepala Sek81 Pend1d1kan Masyarakat sebagalmana dlmaksud

- dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan
bahan perencanaan  perumusan dan pelaksanaan
- kebijakan, pemantauan, evalua51 dan pelaporan Pend1d1kan .
Masyarakat : ~

C ' Pasal 19
Kepala Seks1 Sarana Prasarana sebagaimana dlmaksud dalam

~ Pasal 16 ayat(l) huruf c melaksanakan tugas penyiapan bahan

perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
 pemantauan, evaluasi dan pelaporan sarana prasarana
- bidang Pendidikan usia dini dan pend1d1kan masyarakat

o Baglan Keempat o
B1dang Pend1d1kan Dasar - i

e Pasal 20 -

i (1); Bldang Pend1d1kan Dasar adalah unsur pelaksana-

-~ pendidikan dasar.. ,

(2) Bidang Pend1d1kan Dasar d1p1mp1n oleh Kepala Bldang,' 1

' berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala
D1nas : :

‘Pasal 21
Bldang Pend1d1kan Dasar sebaga1mana dimaksud dalam

i ‘Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan

~dan - pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
‘ pelaporan Pend1d1kan Dasar e

: ~ Pasa122 :
‘Dalam melaksanakan tugas sebagalmana d1maksud dalam
- Pasal 21 Kepala B1dang Pend1d1kan Dasar mempunyal
" fungsi =
‘a. penyusunan kebljakan teknls d1 bldang pendldlkan dasar,
- sekolah menengah pertama dan sarana prasarana;
~ _b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendldlkan
'~ dasar, sekolah menengah pertama dan sarana prasarana;; -
~ c¢. pelaksanaan blmbmgan teknis pendidikan dasar, sekolah
. menengah pertama dan sarana prasarana;; dan
d. pemantauan, - evaluasi - dan pelaporan di bldang
‘pendidikan dasar, sekolah menengah pertama dan sarana -
~ prasarana;. v _
~e.. pelaksanaan tugas 1a1n  sesuai ,;dengan{ tugas Jdan
= fungsmya ‘ 5 SO e e

S Pasa123 R R
(1) Bldang Pend1d1kan Dasar = sebagaimana dimaksud
- Pasal 20 ayat (1), terdiri dari: =~ = : :
a.. Seksi Pendidikan Dasar; =
b. Seksi Sekolah Menengah Pertama
- c.  Seksi Sarana Prasarana;
(2). Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh seorang
Kepala Seksi :yang berada dibawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Bldang :



’ : Pasal 24 : ~ ' ‘
: Kepala Sek31 Pend1d1kan Dasar sebagalmana dlmaksud '
- dalam Pasal 23 ayat (1) ‘huruf a  melaksanakan tugas

L penylapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan

~ kebijakan, pemantauan evaluas1 dan pelaporan pendldlkan
dasar S : i

s ~ ' Pasal25 , e
Kepala Sek31 ‘Sekolah Menengah - Pertama sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b melaksanakan

 tugas ‘penyiapan .bahan perencanaan perumusan dan

~pe1aksanaan - kebijakan, pemantauan, evaluasi ,dan_
‘ pelaporan pendldlkan Sekolah Menengah Pertama ,

, ~ Pasal 26 , : -
Kepala Seks1 ‘Sarana Prasarana sebagalmana d1maksud"

" dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas penyiapan
~ bahan. - perencanaan  perumusan - dan pelaksanaan
kebljakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sarana
g prasarana b1dang Pend1d1kan Dasar :

AR Baglan Kellma , T
Kepala Bldang Pembmaan Ketenagaan dan Kes1swaan E

A « Pasal 27 :
(1) Bldang Pemblnaan Ketenagaan dan Kes1swaan adalah
" unsur pelaksana pemb1naan ketenagaan dan kesiswaan.
~(2) Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Kesiswaan d1p1mp1n .

oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung.
c Jawab kepada Kepala Dlnas = t

» : Pasal 28 , :
Kepala B1dang Pembinaan Ketenagaan dan Ke31swaank
sebagalmana d1maksud dalam Pasal 27 ayat (2) mempunyai

~oootugas i perencanaan - perumusan dan pelaksanaan '
- kebijakan, pemantauan evaluas1 dan  pelaporan
e perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

_ pemantauan, - evaluasi dan iy pelaporan = pembinaan
3 ketenagaan dan kes1swaan : e

R ’ S Pasal 29 ,
- ‘Dalam melaksanakan tugas sebagaumana dimaksud dalam- |
Pasal 28,  Kepala Bldang Pemblnaan Ketenagaan ;o

L , menyelenggarakan fungS1

a.  penyusunan kebuakan di bldang pembmaan tenaga'
. -pendidik, kependidikan dan kesiswaan; - '

e b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga

-~ pendidik, kependidikan dan kesiswaan;

c. pelaksanaan  bimbingan teknis pembmaan tenaga
- pendidik, kepend1d1kan dan kesiswaan; dan ,
'd. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
a ?pembinaan tenaga - pendldlk : kependlchkan ~dan

- kesiswaan; dan .
e. = pelaksanaan tugas laln sesua1 dengan tugas dan
v fungsmya , = :



Rl Pasa130 Lo

(1) Bidang ~ Pembinaan Ketenagaan dan Kesiswaan

-« sebagaimana dimaksud Pasal 27, terdiri dari : B

a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kepend1d1kan PAUD dan Enp

~ Pendidikan Masyarakat; - "

| b ‘Seksi Pendidik dan Tenaga Kependldlkan Dasar dan
. c. Seksi Pembmaan Kesiswaan; '

(2) Seksi-seksi sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1),  |

' ~masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala ‘

: Bldang Pemblnaan Ketenagaan :

Pasal 31 'b

'Kepala Sek31 Pend1dik dan Tenaga Kependldlkan PAUD dan

Pendidikan- - Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam"
Pasal 30 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan
~bahan perencanaan  perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, = pemantauan, evaluasi dan ' pelaporan

"+ pembinaan pend1d1k dan tenaga kependldlkan PAUD dan.

7 pendldlkan masyarakat

Pasal 32

. Kepala Sek31 Pendidik dan Tenaga Kependldlkan Dasarm

sebagaimana d1maksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b
‘melaksanakan  tugas penyiapan = bahan . perencanaan'
. perumusan - dan pelaksanaan kebljakan pemantauan,
~evaluasi dan pelaporan pembmaan pend1d1k dan tenaga
: kependldlkan dasar ‘ S '

: Pasal 33

. Kepala Sek31 Pemblnaan Kes1swaan sebagalmana d1maksud’

dalam Pasal 30 ayat (l)huruf c melaksanakan tugas penyiapan.
bahan - perencanaan = perumusan dan ~pelaksanaan
o keb1_]akan ; pemantauan ~evaluasi dan ~ pelaporan
pembmaan Kes1swaan : ) - '

, Baglan Keenam U
Kepala B1dang Kebudayaan &

_ BR Pasal 34
(1) Bidang Kebudayaan ‘adalah unsur pelaksana urusan'
' pemermtahan bldang kebudayaan :

(2) Bldang Kebudayaan d1p1mp1n oleh Kepala Bldang,
- berada d1 bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala
: Dmas

Pasal 35 : ' -
'Kepala B1dang Kebudayaan sebagalmana d1maksud dalam

- Pasal 34ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan .

~dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evalua81 danf o
pelaporan bidang kebudayaan : ~

: ‘ ; Pasal 36 :
~,»Da1am melaksanakan ‘tugas sebagaimana d1maksud dalam
- Pasal 35, Kepala Bidang Kebudayaan, mempunyai fungsi :
: a. penyusunan kebljakan tekms di bidang Kebudayaan



b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan;

pelaksanaan bimbingan teknis Kebudayaan; , .

pemantauan, - evaluasi - dan pelaporan di bidang

Kebudayaan; dan . . _

e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya. ‘ :

o

‘ Pasal 37 .
(1) Bldang Kebudayaan sebagalmana dlmaksud Pasal 34
terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan. Budaya,
, b. . Seksi Cagar Budaya; T : ,
- (2) Seksi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), dipimpin
~ oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 38 '
Kepala Seksi Pengembangan Budaya sebagaimana dimaksud
- dalam Pasal 37 -ayat (1) huruf a melaksanakan tugas

- penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan,  pemantauan, evaluasi ~dan pelaporan
- pengembangan budaya. ' :

. Pasal 39 :
‘Kepala Seksi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan .

- bahan perencanaan - perumusan dan = pelaksanaan
‘kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan .
pengelolaan Cagar Budaya. P

Baglan Ketujuh
Kepala UPTD

‘ Pasal 40 '
(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasmnal dan/atau
tugas teknis penunjang di lingkungan Dlnas Lingkungan
- Hidup dapat dibentuk UPTD. :
(2) UPTD sebagaimana dimaksud- pada ayat (1), dipimpin.
- oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan
- bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD
 diatur dengan Peraturan Bupati tersendlrl '

: Baglan Kedelapan
Jabatan Fungs1onal

Pasal 41 ' _

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional
yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan b1dang

: keahliannya.

(2) Jumlah jabatan F‘ungsmnal sebagalmana dimaksud pada
ayat (1), d1ten1:ukan berdasarkan kebutuhan  dan beban
kerja. . ,

(3) Jenis dan jenjang jabatan- Fungs1onal sebagalmana
dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan
perundang-undangan. - _



BAB IV
- TATA KERJA

Pasal 42
Kepala Dinas menyampa1kan laporan hasil pelaksanaan
~urusan pemerintahan kepada Bupat1 mela1u1 Sekretarls‘
Daerah.

Pasal 43
(1) Kepala - D1nas membuat usulan analisis jabatan, peta
jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada
Bupati. :
" (2) Analisis jabatan, peta _]abatan analisis beban kerJa dan
uraian tugas dltetapkan oleh Bupati.

Pasal 44 '

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD dalam
melaksanakan - tugas menerapkan prinsip koord1na31

' integrasi, dan sinkronisasi. =~ =

. (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala B1dang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi. dan Kepala UPTD melaksanakan
tugas menerapkan ~ prinsip perencanaan,

- pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD melaksanakan
“sistem pengendahan intern pemermtah

e Pasal 45 ,

(1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin,
mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap
pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Kepala Dinas melaksakan pengawasan tugas bawahan dan
‘mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

: Pasal 46
- Kepala Dinas wajib menyampalkan laporan berkala tepat
: pada waktunya : '

‘ Pasal 47 o
" 'Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit
organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat. '

~ BABV. |
'KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 48
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan
Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dengan
Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional
- untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-
masing.



. BAB VI
'~ KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupat1 ini mulai berlaku, Peraturan
Bupat1 Karanganyar Nomor 46 Tahun 2009 tentang Uraian

- Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada " Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar
(Berita . Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun = 2009

‘Nomor 46), dlcabut dan dlnyatakan tidak berlaku

o : } " P_asal 50 - .
Peraturan Bupati = ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. P ' ' L

Agar setlap - orang méngetahumya memérmtahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya, o

N dalam Berita Daerah Kabupaten_ Karanganyar

D1undangkan i ]

D1tetapkan d1 Karanganyar ,
o pada tanggal 28 V\ouembec 30\6




" LAMPL N

' TENTANG

- KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI o
- DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN o

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ‘l

" - PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
- NOMOR 9¢ TAHUN 2016

ﬂ Pendldlkan Us1a Dm1 & kamas

“TUGAS, FUNGSIV~

e Bidang Kebﬁdayaan G

" Seksi

Kepala
| Sekretariat
Jabatan Fungsional . -
; — - |
Sub Bagian Sub Bagian . Sub Bagian Umum
- Perencanaan - Keuangan "~ dan Kepegawaian
| |
‘Bidang Bidang - .Bidang .
Pendldlkan Dasar Pcmbmaan Ketenagaan dan -
: _ Kesmwaan R :
‘Seksi . Seksi Seksi
Pendidikan Dasar Pendidik dan Tenaga

Pend;dlkan Anak Usia Dml

. Seksi
Pendidikan Masyarakat

Seksi
Sarana Prasarana

_ S
Sekolah Menengah Pertama

-Seksi
Sarana Prasarana

Kependidikan PAUD&Dikmas °

. Seksi - ' o
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Dasar

Seksi
* Pembinaan Kesiswaan

 UPTD

" Pengembangan Budaya

L * Seksi Cagar Bﬁdaya




